BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana
perdagangan orang (child trafficking) saat ini diberikan oleh
beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bentuk perlindungan hukum melalui lembaga-lembaga yang ada
terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (child
trafficking) antara lain : perlindungan sementara anak (RSPA),
pusat pelayanan terpadu, pelayanan perempuan dan anak, women'’s
crisis center, trauma center, shelter atau drop in, serta lembaga
bantuan hukum

Tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai
upaya menangani masalah perdagangan anak (child trafficking)
yaitu dengan mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014
tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 21 tahun
2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

yang berisi tentang tindakan pidana bagi orang yang melakukan



B. Saran

1.

perdagangan manusia terutama terhadap anak sebagai korban
perdagangan manusia (child trafficking) baik secara nasional
maupun internasional dan disamping itu ada juga pencegahan dan
penanganan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia,
memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban
perdagangan manusia, adanya kerja sama internasional, dan peran
serta masyarakat untuk membantu perlindungan terhadap anak
sebagai korban perdagangan manusia (child trafficking)

Tindakan nyata yang dilakukan internasional untuk melakukan
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan
manusia (child trafficking) yaitu dengan mengeluarkan protokol
untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku kejahatan
perdagangan manusia terutama kepada anak-anak, yang
melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk
melakukan kejahatan terorganisir antar negara yang lebih
difokuskan kepada perlindungan anak sebagai korban perdagangan

manusia

Mengingat masih banyak ditemukan peraturan perundang-
undangan yang bersifat diskriminatif terhadap anak-anak dalam
kerangka perlindungan hukumnya, maka disarankan supaya

dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut



2. Untuk memberikan dasar pijakan yuridis yang kuat terhadap
pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia terhadap anak-
anak, dan memudahkan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap
anak sebagai korban perdagangan manusia (child trafficking),
maka disarankan untuk segera memberlakukan RUU KUHP karena
pentingnya aturan hukum yang menyeluruh di Indonesia yang
didalamnya juga telah diatur masalah perdagangan manusia
terhadap anak-anak

3. Peraturan perundang-undangan adalah untuk masa depan, oleh
karena itu sebaiknya tidak terpaku kepada peraturan perundang-
undangan, kebijakan, atau kebiasaan yang kini berlaku karena
sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan anak. Sudah saatnya
dilakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan
yang kini berlaku yang menyangkut kepentingan anak, serta dalam
merumuskan peraturan perundang-undangan yang akan datang
dilakukan harmonisasi dengan konvensi internasional

4. Dalam menghadapi permasalahan perdagangan anak yang
dirasakan semakin lama semakin meningkat dan kompleks
(melibatkan setiap negara, melibatkan setiap aparatur pemerintahan
dalam satu negara, dan peran serta masyarakat) meskipun ada
peraturan  perundang-undangan yang mengkriminalisasinya.
Masyarakat diharapkan untuk dapat membantu pemerintah dalam

mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak (child



trafficking), misalnya dengan cara memberikan informasi
secepatnya terhadap setiap peristiwa perdagangan anak

dilingkungannya kepada aparat negara
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